BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR :122/1 /2024
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN

PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
TRIWULAN IV TAHUN 2023 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BINTAN

Menimbang

Mengingat

1.

TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu
adanya Penetapan Penerima Insentif dan Besaran
Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
Kabupaten Bintan Triwulan IV pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bintan Tahun Anggaran 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan
tentang Penetapan Penerima Insentif dan Besaran
Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
Triwulan IV pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan Tahun 2024;

Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Propinsi Sumatra  Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 3896};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaranj....




A

Menetapkan
KESATU

10.

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi
Kabupaten Bintan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4605);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerali (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 42, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 119, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2022
tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor
2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64
I

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pgjak
Daerahh dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Bintan tahun 2017 Nomor 33) sebagaimana telah di ubah
dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 11 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor
33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah {Berita Daerah Kabupaten Bintan tahun
2020 Nomor 11);

Peraturan Bupati Bintan Nomor 43 Tahun 2022 tentang
Pendelegasian Kewenangan FPenyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bintan;

Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten
Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif
Pemungutan Refribusi Daerah Triwulan IV Tahun 2023 pada



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Tembusan :

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024, dengan rincian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati
111,

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU yaitu :

- Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(DKPTKA)

- Retribusi Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol
(SITU MIKOL)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU diberikan Kepada :

a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggungjawab
Pengelolaan Keuangan Daerah dan;

b. Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelaksana
Pemungutan Retribusi Daerah.

Pejabat dan Pegawai Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan mempunyai tugas dan tanggungjawab:

1. Melakukan pendataan dan pendaftaran wajib retribusi.

2. Melakukan penetapan retribusi dan piutang retribusi

daerah.

Melakukan pembukuan penerimaan retribusi daerah.

Melakukan penagihan retribusi terutang.

Melakukan pemeriksaan wajib retribusi daerah.

Melakukan pelaporan retribusi daerah.

Menyelenggarakan koordinasi dan rapat-rapat teknis dalam

pengelolaan perizinan.

8. Memproses dan menerbitkan perizinan.

Pelaksana fungsi Kesekretariatan mempunyai tugas dan

tanggungjawab :

1. Melakukan Pengarsipan perizinan.

2. Sinkronisasi penetapan target retribusi daerah.

3. Melakukan verifikasi penatausahaan penerimaan retribusi
daerah.

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

S ok e

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 29 diomvary, 2024\

BUPATI BINTAN,

i

f ROBY KURNIAWAN

Disampaikan Kepada Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan
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